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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori serta analisis yang telah dijabarkan pada 

Bab IV penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi anak dalam 

kegiatan politik adalah semua kegiatan yang melibatkan anak dengan 

atau tanpa persetujuan anak itu untuk mendapatkan keuntungan bagi 

pihak lain tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan. 

2. Bentuk perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak untuk 

menghindari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik adalah 

memberikan sanksi kepada siapa saja yang melibatkan anak dalam 

kegiatan politik. Pemberian sanksi ini didasarkan pada Undang-

Undang Perlindungan Anak Pasal 15 huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan 

ayat (3) serta Pasal 76H dan Pasal 87. 

3. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 

penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik adalah orang tua, wali 

atau pihak lain, calon dan partai politik serta penyelenggara pemilu 

juga negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini dituliskan 

dalam Pasal 13 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak 

dan Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

 Saran untuk Pemerintah: 

1. Melakukan penyesuaian pengertian anak antara Undang-

Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemilihan 

Umum sehingga ada batas yang jelas pada usia berapa anak 

boleh terlibat dalam kegiatan politik. 
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2. Membentuk peraturan perundang-undangan yang tegas dan 

spesifik tentang pelibatan anak dalam kegiatan politik agar 

anak tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye atau kegiatan 

politik lainnya. 

3. Menambahkan penjelasan pada Pasal 15 huruf a Undang-

Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-

Undang Perlindungan Anak agar terdapat kejelasan apa yang 

dimaksud dengan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. 

 Saran untuk Penyelenggara Pemilu dan Lembaga atau Organisasi 

yang bergerak di bidang Perlindungan Anak: 

1. Gencar mensosialisasikan larangan keterlibatan anak dalam 

kampanye kepada tim kampanye dan pelaksana kampanye; 

2. Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat agar tidak lagi 

membawa anaknya ke kampanye atau kegiatan politik lainnya. 

 Saran untuk Calon, Partai Politik serta pelaksana kampanye: 

1. Menghadirkan kampanye yang ramah anak. 

2. Pelaksana kampanye menyediakan day care didekat lokasi 

kampanye. 

 Saran untuk orang tua dan masyarakat: 

1. Memahami hak-hak anak agar terhindar dari penyalahgunaan 

anak dalam kegiatan politik; 

2. Membatasi dan mengawasi akses anak terhadap media 

elektronik dan media sosial mengingat saat ini kampanye juga 

dilakukan melalui media elektronik dan media sosial. 
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